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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kesadaran Hukum 
Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, kesadaran 
hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, 
tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
1
 Dengan 
perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di 
dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman 
yang dikehendaki atau yang sepantasnya.
2
 Kesadaran hukum menekankan 
pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan 
oleh hukum dalam masyarakat.
3
 
Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan perasaan hukum. 
Menurut Soerjono Soekanto perasaan hukum diartikan sebagai penilaian 
hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran 
hukum lebih kepada perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian dari 
masyarakat tersebut, dan dilakukan secara ilmiah.
4
 
Kesadaran hukum juga memiliki keterkaitan dengan ketaatan hukum. 
Kesadaran hukum disebut sebagai variabel bebas, sedangkan ketaatan hukum 
disebut sebagai variabel tergantung. Selain itu, kesadaran hukum dapat 
merupakan variabel antara yang terletak antara hukum dengan perilaku 
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manusia yang nyata.
5
 Menurut Achmad Ali mengenai hubungan erat antara 
kesadaran hukum dan ketaatan hukum dengan membagi dua bagian yaitu 
kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif.
6 
Kesadaran hukum 
positif yaitu kesadaran seseorang terhadap suatu peraturan yang berlaku 
sehingga seseorang tersebut menaati peraturan yang berlaku itu. Sedangkan 
kesadaran hukum negatif adalah kesadaran seseorang terhadap suatu hukum, 
tetapi karena dalam situasi dan kondisi yang mendesak seseorang tersebut 
melanggarnya. Oleh karena itu, kesadaran hukum positif identik dengan 
ketaatan hukum. Sedangkan kesadaran hukum positif identik dengan 
ketidaktaatan hukum. 
B. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum 
Indikator-indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk tentang 
adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Selain itu, dengan adanya indikator-
indikator tersebut, seseorang akan dapat mengetahui arti sesungguhnya 
kesadaran hukum,
7
 Indikator-indikator tersebut antara lain:
8
 
1. Pengetahuan Hukum 
Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai 
beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut 
terkait perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan 
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dalam suatu hukum. Dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada 
umumnya seseorang mengetahui bahwa mencuri, membunuh dan 
seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum memiliki 
keterkaitan yang erat dengan asumsi jika suatu peraturan diundangkan, 
maka masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut. 
2. Pemahaman Hukum 
Pemahaman hukum yaitu pemahaman seseorang warga masyarakat 
mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan 
hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling 
bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi 
mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak 
dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar 
bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia 
tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai 
pengetahuan sedikit tentang isinya. 
3. Sikap Hukum 
Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk 
mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
9
 Sebagaimana terlihat 
disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat 
dalam diri manusia. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga 
terhadap hukum yang sesuai dengan nila-nilai yang ada dalam dirinya 
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sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan 
penghargaan terhadapnya.
10
 
4. Perilaku Hukum 
Perilaku hukum yaitu dimana seseorang berperilaku sesuai dengan 
hukum.
11
 Indikator perilaku hukum ini merupakan petunjuk akan adanya 
tingkat kesadaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari 
derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang 
nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk 
penting bahwa hukum tersebut efektif. 
Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan 
kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya 
mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masih 
rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran 
hukumnya tinggi. 
C. Hukm Wakaf Dalam Islam 
1. Pengertian Wakaf 
Wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf bentuk masdar dari kata 
kerja waqafa-yaqifu-waqfan.12 Kata al-waqf mempunyai makna yang 
sama dengan al-Habs bentuk masdar dari kata kerja habasa-yahbisu-
habsa>n yang artinya menahan atau berhenti di tempat.13 Menurut istilah 
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sayyid sabiq memaparkan wakaf adalah menahan harta dan memberikan 
manfaatnya dijalan Allah.
14
 
Sedangkan wakaf uang atau yang disebut wakaf tunai berasal dari 
kata waqf al-nukud atau cash wakaf. Menurut istilah wakaf uang adalah 
wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara 
produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk mauqu>f alaih. Menurut 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) wakaf uang adalah wakaf yang 
dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum 
dalam bentuk uang tunai.
15
 
2. Dasar Hukum Wakaf 
Dasar hukum wakaf adalah al-Quran dan Hadits. Dalam al-Quran 
tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas serta jelas mengenai wakaf.
16
 
Al-Quran hanya menyebut dalam artian umum. Para ulama fiqh 
menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam, seperti 
ayat-ayat yang membicarakan infaq, sedekah, nafkah dll. Para ulama 
menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup di dalam cakupan ayat 
tersebut. Dalam al-Quran tidak kurang menyebut 73 kali,
17
 misalnya 
firman Allah SWT: 
a. QS. Ali „Imran 3:92 
 َنْو ُّ ب ُِتُ اىمِ اْوُقِفْن ُت ىتََّح َر ِّ بْلا اْوُلاَن َت ْنَل ىلق ٌمْيِلَع ِِوب َللها ىنَِإف ٍئْيِش ْنِم اْوُقِفْن ُتاَمَو 
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 162:2 haraqaB-la .SQ .b
فِ   َمَثُل الىِذْيَن ي ُْنِفُقْوَن أَْمَواَلَُْم فِ َسِبْيِل اِلله َكَمَثِل َحبىٍة أَن َْبَتْت َسْبَع َسَنِاَبل ِ
ُكلِّ ُسْنب َُلٍة ِماَئُة َحبىٍة 
 َوالله َُواِسٌع َعِلْيم ٌقلى َوالله ُُيَضاِعُف ِلَمْن يىَشاُء قلى 
 512:2 haraqaB-la .SQ .c
ُقْل َماأَن َْفْقُتْم ِمْن َخْيٍْ فَِلْلَواِلَدْيِن َواْلَْق ْ َرِبْيَْ َوالَيَتاَمى  صلى ن َو ْق ُف ِن ْا ي ُاذ َم َ ن َو ْل ُئ َس ْي َ
 َوَما ت َْفَعُلْوا ِمْن َخْيٍْ فَِإنى اَلله ِبِو َعِلْيم ٌ قلىَواْلَمَساِكْيِْ َواْبِن اْلَسِبْيِل 
 452:2 haraqaB-la .SQ .d
يَأَي َُّها الىِذْيَن َءاَمن ُْوا أَْنِفُقوا مِىا َرَزق ْ َنُكْم ِمْن ق َْبِل َأْن يَْأتَِ ي َْوٌم َلَب َْيٌع ِفْيِو َوَلَ 
 َواْلَكاِفُرْوَن ُىُم اْلظىاِلُمْوَن قلى ُخلىٌة َوَلَ َشَفَعٌة 
 aparebeb tapadreT .stidah halada audek gnay fakaw mukuh rasaD
 gnay stidah aparebeb tukireB .fakaw gnatnet nakaracibmem gnay stidah
 :fakaw gnatnet nakaracibmem
 81 :milsuM mamI naktayawirid gnay stidaH .a
 َحدى ث ََنا: قَاُلوا ُحْجر ٍ َواْبن ُ َسِعْيد ٍ اْبن َ ي َْعِن  َوق ُت َْيَبة ُ أَي ُّْوب َ ْبن ُ َيى َحدى ث ََنا ي َْ
َأِبِ ُىَري َْرَة َأنى الرىُسْوَل َصلىى  َعن ْ أَبِيو ِ َعن الَعَلَء ِ َعن ِ َجْعَفر ٍ اْبن ُ ُىو َ ِإسمَاِعيل ُ
اُلله َعَلْيِو َوَسلىَم قَاَل: ِإَذا َماَت اِلْْنَساُن ِإن َْقَطَع َعَمُلُو ِإلَى ِمْن َثَلَثَِة َأْشَياَء: 
 َيْدُعْولَو َُصَدَقٍة َجارِيٍَة َأْوَعْلٍم ي ُْنت ََفُع أَْوَوٍد َصاِلٍح 
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b. Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari:
 19
 
 ٍعِفَان ْنَع ٍنْوَع ُنْبا اَن َث ىدَح ٍعْيَرُز ُنْب ُدِيَزي اَن َث ىدَح ٌد ىدَسُم اَن َث ىدَح  َرَمُع ِنْبإ ْنَع
 َتَِأَف َر َبَْيِبِ اًضَْرأ َباَصَأ ِباىطَلخأ َنْب َرَمُع ْنَأ اَمُه ْ نَع ُللها َيِضَر ىىلَص ىبِىنلا
 َْلَ َر َبَْيِبِ اًضَْرأ ُتْبَصَأ ِّنِِّإ ِللها َلوُسَرَاي َلاَق َف اَه ْ يِف ُُهرِمْأَتْسَي َمىلَسَو ِويَلَع ُللها
 اَهَلْصَأ َتْسَبَح َتْئِش نِإ َلَاق ِوُِبرُمَْأتاَمَف ُوْنِم يِدْنِع َسَف َْنأ ُّطَق ًلَاَم ْبِصُأ
 َف َلَاق َاِبِ َتْق ىدَصَتَو َق ىدَصَتَو ُثَرْو ُيَلََو ُبَىْو ُيَلََو ُعاَب ُيَلَ ُوىَنأ ُرَمُع َاِبِ َق ىدَصَت
 ِفْي ىضلاَو ِليِب ىسلا ِنْباَو ِللها ِلْيِبَس فَِو ِبَاقِّرلا فَِو َبِرُقلا فَِو ِءَارَقُفلا فِ َاِبِ
 ِفْوُرْعَمْلِاب اَه ْ نِم َلُكَْأي ْنَأ اَه َِيلَو ْنَم يَلَع َحاَنُجَلَ  ٍلِّوَمَتُم َر ْ يَغ َمِعُْطيَو 
Sedangkan wakaf uang memiliki landasan hukum berdasarkan 
ijtihad para ulama. Hal ini yang mendasari wakaf dapat dipraktekan. 
ijtihad tersebut antar lain:
20
 
a. Imam al-Zuhri 
Bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan 
dinar tersebut modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan 
kepada mauqu>f ‘alaih. 
b. Mutaqaddimi>n dari ulama Mazhab Hanafi 
Membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, 
atas dasar istihsan bi al-urfi berdasarkan atsar Abdullah bin Mas‟ud 
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ra.: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslim maka dalam 
pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh 
kaum muslim dalam pandangan Allah pun buruk.” 
c. Pendapat sebagian ulama as-Syafi‟i 
Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam as-Syafi‟i tentang kebolehan 
wakaf dinar dan dirham (uang). 
3. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf 
Para imam mujtahid bersepakat bahwa untuk membentuk lembaga 
wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf.
21
 Namun dalam hal 
jumlah rukun tersebut terdapat perbedaan pendapat antara mazhab. 
Menurut ulama mazhab Hanafi rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad 
yang berupa ijab (sighat/pernyataan dari wa>kif), sedangkan menurut 
mazhab Syafi‟i, Maliki dan Hanbali bahwa rukun wakaf ada empat. 
Jalaluddin al-Mahally, Ibnu Qasim al-Ghazali dan Muhammad Musthafa 
Tsalaby juga berpendapat rukun wakaf ada empat. 
Rukun tersebut memiliki beberapa persyaratan, sehingga jika 
syarat-syarat dalam rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah wakaf 
tersebut. Rukun tersebut beserta pesyaratannya yaitu:
22
 
a. Orang yang berwakaf (wa>kif) 
Wakaf menjadi sah, apabila si wa>kif telah dewasa, sehat 
pikirannya, dan atas kemauannya sendiri. Selain itu, tidak ada unsur 
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keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wa>kif memiliki benda itu 
secara utuh. 
b. Harta yang diwakafkan (mauquf) 
Harta benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut Pertama, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan 
untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Kedua, harta 
yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya 
(jika berbentuk tanah misalnya). Ketiga, harta tersebut harus benar-
benar kepunyaan wa>kif dan bebas dari segala beban. Keempat, harta 
yang diwakafkan dapat berupa benda tidak bergerak dapat juga 
berupa benda bergerak.
23
 
c. Tujuan Wakaf (mauqu>f alaih) 
Dalam hal tujuan wakaf itu harus jelas, misalnya untuk 
kepentingan umum seperti mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah 
dan amal-amal sosial lainnya. Dapat juga untuk keperluan anggota 
keluarga sendiri, keponakan, paman dsb. Namun, tujuan wakaf yang 
lebih baik adalah diperuntukkan bagi kepentingan umum, 
kemaslahatan umat.
24
 
d. Pernyataan (Sighat Wa>kif) 
Pernyataan wa>kif yang merupakan tanda penyerahan harta 
yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. 
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Karena tindakan mewakafkan itu dipandang sebagai perbuatan 
hukum sepihak, dengan adanya pernyataan wa>kif (ijab), perwakafan 
sudah terjadi. Pernyataan qabul dari pihak pengelola tidak 
disyaratkan. Selain itu pernyataan wa>kif juga harus jelas yakni 
menentukan peruntukan benda itu, apakah khusus untuk kepentingan 
orang-orang tertentu atau untuk kepentingan masyarakat (umum).
25
 
4. Macam-Macam Wakaf 
Wakaf terbagi menjadi dua, yakni wakaf khairi dan wakaf  ahli. 
Wakaf khairi adalah wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, 
seperti mendirikan masjid, sekolah, memberi makanan kepada fakir 
miskin dan lain-lain.
26
 
Sedangkan wakaf ahli adalah wakaf yang dikhususkan untuk 
kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. Wakaf seperti 
ini bertujuan untuk membela nasib mereka. Dalam konsepsi hukum 
Islam, seseorang yang memiliki harta yang hendak mewakafkan sebagian 
hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kerabatnya.
27
  
D. Potensi Wakaf Uang 
Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk meraih 
pahala serta keridhaan dari Allah, wakaf juga merupakan ibadah yang 
berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak dimanfaatkan untuk 
kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa 
pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dll. 
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Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia adalah Indonesia. Hal ini 
merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. 
apabila wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana 
potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Menurut Cholil 
Nafis, berdasarkan asumsinya bila 20 juta umat Islam Indonesia mau 
menghimpun wakaf uang senilai Rp100 ribu setiap bulan, maka dana wakaf 
yang terhimpun berjumlah Rp24 triliun setiap tahun. Apabila jumlah umat 
Islam Indonesia 50 juta yang mau mewakafkan uangnya, maka setiap tahun 
akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp60 triliun.
28
 
Tabel 2.1 Potensi Wakaf Uang 
Tingkat 
Penghasilan/bulan 
Jumlah 
muslim 
Besar 
wakaf/bulan 
Potensi 
wakaf/bulan 
Potensi wakaf 
uang/tahun 
Rp500.000 4 juta Rp5.000 Rp20 milyar Rp240 milyar 
Rp 1 juta – 2 juta 3 juta Rp10.000 Rp30 milyar Rp360 milyar 
Rp 2 juta – 5 juta 2 juta Rp50.000 Rp100 milyar Rp1,2 triliun 
≥ Rp 5 juta 1 juta Rp100.000 Rp100 milyar Rp1,2 triliun 
Total Rp3 triliun 
 
Tabel tersebut merupakan asumsi dari Mustafa Edwin Nasution tentang 
potensi wakaf uang di Indonesia. Dengan jumlah umat muslim Indonesia 
kelas menengah yang diperkirakan 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan 
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2 (April, 2009). 
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per bulan Rp500.000 hingga Rp10 juta, maka paling tidak akan mendapatkan 
sekitar Rp3 triliun per tahun dari wakaf uang.
 29
 
E. Prosedur Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Dalam Hukum 
Positif Indonesia 
Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar, untuk itu diperlukan 
pengelolaan dan pengembangan yang baik supaya dapat menggali potensi 
tersebut. Telah diatur pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di dalam 
hukum positif Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang, 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama 
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, 
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, 
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 
Pendaftaran Na>dzir Wakaf Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolan dan Pengembangan 
Harta Benda Wakaf.  
Prosedur pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam peraturan-
peraturan tersebut meliputi penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf 
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uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada mauqu>f 
‘alaih.  
1. Penghimpunan Wakaf Uang 
Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, 
uang yang dapat diwakafkan hanya berupa mata uang rupiah. Apabila 
uang yang akan diwakafkan berupa mata uang asing, maka harus 
dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Dengan 
demikian na>dzir yang sebagai penerima wakaf hanya dapat menerima 
wakaf uang dalam bentuk mata uang rupiah.  
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menguraikan 
bahwa wa>kif dapat mewakafkan uangnya melalui Lembaga Keuangan 
Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri 
Agama. Sampai saat ini terdapat 16 Lembaga Keuangan Syariah yang 
ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai penerima wakaf uang antara lain 
BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank 
Mega Syariah, BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank DKI Syariah, 
BPD Jogya Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumsel Syariah, BPD 
Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, dan BPD Jateng Syariah.
30
 Dengan 
adanya Lembaga Keuangan Syariah ini diharapkan dapat memudahkan 
masyarakat untuk berwakaf uang. Dengan demikian, na>dzir yang sebagai 
pengelola wakaf uang sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan 
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 Badan Wakaf Indonesia, “Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang” diakses 
pada tanggal 31 Desember 2015,  https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/ 
lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html. 
26 
 
 
 
LKS-PWU. Kerja sama tersebut dapat berbentuk pembukaan rekening 
na>dzir yang berupa tabungan wadiah/giro wadiah.31 
Selanjutnya, pasal 4 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009, wa>kif 
dapat menyetorkan wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung. 
Penyetoran secara langsung yakni menyetorkan wakaf uang di kantor 
LKS-PWU, Sedangkan penyetoran secara tidak langsung yaitu berupa 
transfer ATM, Phone Banking, Internet Banking, atau Mobile Banking ke 
rekening na>dzir. Hal tersebut diatur supaya dapat memudahkan wa>kif 
untuk berwakaf uang. Bagi calon wa>kif yang tidak memiliki waktu luang 
untuk berwakaf secara langsung dapat memilih berwakaf dengan transfer. 
Selain itu, untuk memudahkan wa>kif dalam berwakaf uang pasal 7 
Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa setoran wakaf 
uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu wakaf uang yang berasal dari 
lebih dari satu wa>kif. 
Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 
menguraikan bahwa dalam penyetoran wakaf uang baik secara langsung 
maupun tidak langsung, wa>kif diwajibkan untuk mengisi formulir, yang 
mana formulir tersebut sebagai akta ikrar wakaf. formulir tersebut 
memuat nama wa>kif beserta identitasnya, nama na>dzir beserta 
identitasnya, nama dua saksi beserta identitasnya, jumlah nominal, asal 
usul uang, peruntukkan, dan jangka waktu wakaf. 
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 Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni 
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Wa>kif yang telah berwakaf berhak menperoleh sertifikat wakaf 
uang dari LKS-PWU, sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun, ada 
syarat tertentu untuk memperoleh sertifikat wakaf uang. Syarat tersebut 
diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 bahwa 
wa>kif yang bisa mendapatkan sertifikat wakaf uang adalah wa>kif yang 
berwakaf dengan sejumlah uang paling sedikit Rp1.000.000. 
2. Pengembangan Wakaf Uang 
Pengembangan wakaf uang dilaksanakan dalam bentuk investasi. 
Investasi tersebut terbagi dua macam yaitu investasi di LKS dan investasi 
di luar LKS sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Untuk investasi di LKS, diwajibkan 
bagi LKS itu sendiri untuk mengikuti program lembaga penjamin 
simpanan. Sedangkan untuk investasi di luar LKS, diwajibkan bagi 
na>dzir untuk mengasuransikan investasinya pada asuransi syariah. Kedua 
hal tersebut bertujuan agar pokok wakaf yang diinvestasikan tetap terjaga 
keutuhannya.  
Terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam 
menginvestasikan dana wakaf baik investasi di LKS maupun investasi di 
luar LKS yaitu investasi harus berdasarkan prinsip syariah dan dikelola 
secara produktif.
32
 Selain itu, pasal 7 ayat (7) Peraturan BWI Nomor 1 
Tahun 2010 menguraikan persyaratannya yaitu pembagian dana wakaf 
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yang untuk diinvestasikan yaitu 60% untuk investasi di LKS dan 40% 
untuk investasi di luar LKS. 
Kemudian, menurut pasal 10 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 
membagi investasi wakaf uang ke dalam dua bentuk yaitu investasi 
secara langsung dan investasi secara tidak langsung. Lebih lanjut, dalam 
pasal 11 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009, Investasi secara langsung 
adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh na>dzir atau 
proyek dari pihak luar yang bekerja sama dengan na>dzir. Dalam hal 
tersebut wakaf uang diambil melalui LKS-PWU dengan akad 
mudha>rabah muqayyadah.33 Terdapat beberapa persyaratan bagi investasi 
pada proyek yang dikelola oleh na>dzir antara lain: 
a. Proyek yang dikelola sesuai syariat Islam 
b. Memenuhi syarat kelayakan proyek yaitu 5C character (karakter), 
condition (kondisi), capital (modal), capacity (kemampuan), 
collateral (jaminan). Dan 3P people (orang), purpose (tujuan), 
payment (pembayaran). 
c. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. 
Sedangkan untuk investasi pada proyek dari pihak luar yang 
bekerja sama dengan na>dzir hanya diperkenankan maksimal 10% dari 
dana wakaf yang dikelola na>dzir. Pihak luar yang dimaksud adalah: 
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a. Pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 
10% lebih dari modal yang disetor. 
b. Pengurus dan anggota na>dzir. 
c. Pengurus na>dzir yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai 
pengaruh terhadap na>dzir. 
d. Pengurus dan anggota DPS LKS-PWU. 
e. Keluarga dari pihak-pihak yang disebutkan diatas. 
Bagian kedua investasi tidak langsung yang diatur dalam peraturan 
BWI, adalah melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan 
kelembagaan. Pasal 12 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 
menguraikan lembaga yang dapat beriventasi dari dana wakaf antar lain 
Bank Syariah, Baitul Ma>l Wa Tamwi>l (BMT), Koperasi yang 
menjalankan usahanya sesuai syariah, serta lembaga keuangan syariah 
lainnya. Terdapat persyaratan bagi lembaga-lembaga tersebut yaitu: 
a. Minimal telah beroperasi selama dua tahun 
b. Memiliki kelengkapan legal formal 
c. Menyerahkan laporan audit independen selama dua tahun terakhir 
3. Pendistribusian Hasil Pengembangan Wakaf Uang Kepada Mauqu>f 
‘Alaih 
Pendistribusian hasil pengembangan wakaf perlu dilakukan dengan 
optimal supaya mauqu>f ‘alaih dapat menikmati hasil tersebut dengan 
baik. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 
menjabarkan yang dimaksud mauqu>f ‘alaih adalah pihak yang ditunjuk 
30 
 
 
 
untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai 
pernyataan kehendak wa>kif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. 
Sedangkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
menguraikan mauqu>f ‘alaih yang memperoleh hasil dari 
pengembangannya adalah:  
a. sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, serta kesehatan. 
b. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa. 
c. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.Kemjuan kesejahteraan 
umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam pasal 8 Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 menguraikan 
pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang dengan membagi dua 
macam yaitu pendistribusian secara langsung dan pendistribusian tidak 
langsung. Pendistribusian secara langsung adalah program pembinaan 
dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh na>dzir  
yang berupa program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang 
sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.  
Sedangkan pendistribusian secara tidak langsung adalah program 
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan 
lembaga pemberdayaan lain. Sebagaimana dalam pasal 10 Peraturan 
BWI Nomor 4 Tahun 2010, lembaga pemberdayaan tersebut adalah 
lembaga pengelola zakat, baitul ma>l wa tamwi>l, lembaga kemanusiaan 
nasional dan seterusnya. 
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F. Syarat-Syarat Na>dzir Wakaf Uang Menurut Hukum Positif Indonesia 
Sebelum menguraikan tentang syarat-syarat na>dzir wakaf uang, terlebih 
dahulu diuraikan mengenai macam-macam na>dzir wakaf uang. Menurut pasal 
9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menguraikan bahwa na>dzir terbagi 
menjadi tiga macam yaitu na>dzir perseorangan, na>dzir organisasi, na>dzir 
badan hukum. Selanjutnya, ketiga na>dzir tersebut harus memenuhi beberapa 
persyaratan antara lain: 
1. Persyaratan Na>dzir Perseorangan34 
a. Warga negara Indonesia 
b. Beragama Islam 
c. Dewasa 
d. Amanah  
e. Mampu secara jasmani dan rohani 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 
2. Persyaratan Na>dzir Organisasi35 
a. Harus memenuhi persyaratan na>dzir perseorangan dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004. 
b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di 
kabupaten/kota letak benda wakaf berada. 
c. Mempunyai salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran 
dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program 
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 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-
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kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari 
harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan 
kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 
3. Persyaratan Na>dzir Badan Hukum36 
a. Harus memenuhi persyaratan na>dzir perseorangan dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004. 
b. Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan Islam, 
sosial, pendidikan dan/atau kemasyarakatan. 
c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di 
kabupaten/kota benda wakaf berada. 
d. Mempunyai salinan akta notaris tentang pendirian serta anggaran 
dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang, 
daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja 
dalam pengembangan wakaf, daftar terpisah kekayaan yang berasal 
dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, Surat 
pernyataan bersedia diaudit. 
G. Kewajiban dan Hak Na>dzir Wakaf Uang Menurut Hukum Positif 
Indonesia 
Kewajiban na>dzir secara umum diatur dalam pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 antara lain: 
1. Melakukan pengadministrasi harta wakaf 
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2. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungi, 
dan peruntukannya 
3. Mengawasi dan melindungi harta wakaf 
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI 
Dalam menjalankan tugas-tugas di atas, na>dzir berhak menerima 
imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf 
yang besarnya tidak lebih dari 10%.
37
 Selanjutnya, na>dzir berhak 
memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan BWI dalam melaksanakan 
tugasnya.
38
 
Berdasarkan kewajiban dan hak na>dzir di atas, na>dzir wakaf uang juga 
memiliki kewajiban dan hak tersebut seperti: 
1. Na>dzir wakaf uang menjalankan pengadministrasian wakaf uang yang 
dikelolanya. Na>dzir harus mengetahui secara rinci berapa jumlah dan asal 
wakaf uang yang dihimpun. Lalu pengembangan dan penyaluran hasil 
pengembangannya juga harus didata dengan baik. 
2. Na>dzir wakaf uang mengelola dan mengembangkan wakaf uang sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 
3. Na>dzir wakaf uang mengawasi dan melindungi harta wakaf uang. Tugas 
ini merupakan hal sangat penting bagi na>dzir karena bertujuan untuk 
menjaga nilai uang dan tidak hilang atau kurang. 
4. Na>dzir wakaf uang melaporkan hasil pengelolaan dan pengembangannya 
kepada BWI. Kewajiban ini menuntut na>dzir wakaf uang untuk amanah, 
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jujur dan transparan. Kemudian kewajiban ini juga sebagai bentuk 
pengawasan terhadap na>dzir wakaf uang. 
Selanjutnya, na>dzir wakaf uang juga memiliki hak, yaitu memperoleh 
imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. 
Besaran imbalan yang diperoleh oleh na>dzir 10% apabila besarnya investasi 
wakaf uang paling kurang mencapai 90% dibanding setoran wakaf uang; 9% 
apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% 
dibanding setoran wakaf uang; 8% apabila besarnya investasi wakaf uang 
paling kurang mencapai 50% dibanding setoran wakaf uang; dan 5% apabila 
besarnya investasi wakaf uang di bawah 50% dibanding setoran wakaf 
uang.
39
 
Selain dari itu, na>dzir wakaf uang berhak memperoleh pembinaan dari 
Kementerian Agama dan BWI.
40
 Pembinaan tersebut meliputi: 
1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional na>dzir wakaf 
uang 
2. Pemberian fasilitas, penyusunan regulasi, pemberian motivasi, 
pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta 
wakaf uang 
3. Penyediaan dan pengadaan  blanko-blanko akta ikrar wakaf 
4. Penyediaan fasilitias proses sertifikasi wakaf 
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5. Penyiapan penyuluhan penerangan di daerah untuk melakukan 
pembinaan dan pengembangan wakaf kepada na>dzir sesuai dengan 
lingkupnya. 
6. Pemberiaan fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar 
negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. 
H. Pendaftaran Na>dzir Wakaf Uang 
Pendaftaran na>dzir wakaf uang merupakan suatu kewajiban yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Baik na>dzir perseorangan, na>dzir 
organisasi, dan na>dzir badan hukum wajib melakukan administrasi na>dzir 
wakaf uang.
41
 
Dalam pendaftarannya diatur secara khusus di dalam Peraturan BWI 
Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Na>dzir Wakaf Uang. 
Na>dzir diwajibkan melengkapi berkas-berkas diantaranya foto kopi KTP, 
daftar riwayat hidup, struktur kepengurusan yang meliputi satu ketua, dua 
amggota pelaksana, dan dua anggota pengawas. Kemudian berkas legalitas 
organisasi atau badan hukum, rekomendasi dari LKS-PWU, sertifikat na>dzir 
wakaf uang, surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh akuntan publik 
bermaterai cukup dan perencanaan na>dzir dalam penghimpunan, pengelolaan 
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dan pengembangan wakaf uang. Lalu yang terakhir surat pernyataan 
memenuhi persyaratan bermaterai cukup.
42
 
Selanjutnya, persyaratan standar kompetensi na>dzir yang harus 
dipenuhi oleh na>dzir wakaf uang. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:43 
1. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi: 
a. Pengetahuan di bidang keuangan syariah 
b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan 
c. Pengalaman di bidang pengelolaan keuangan 
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi 
umat. 
3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional 
na>dzir wakaf uang sehat, transparan dan akuntabel. 
4. Memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal. 
5. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi: 
a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet 
b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena 
terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan. 
c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan 
yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan. 
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d. Memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk 
operasional na>dzir. 
6. Na>dzir wakaf uang paling kurang memiliki dua orang anggota pelaksana 
dan dua orang anggota pengawas. 
7. Paling kurang separuh dari jumlah anggota na>dzir wakaf uang wajib 
memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan wakaf uang. 
Dalam pengujian kompetensi tersebut diatas dilakukan oleh BWI terhadap 
nadzir wakaf uang.
44
  
Setelah persyaratan-persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi, maka 
BWI menerbitkan nomor register untuk na>dzir wakaf uang sebagai bukti 
legalitas operasional. Dengan demikian na>dzir wakaf uang dapat melakukan 
penghimpunan wakaf dengan kerja sama dengan LKS-PWU, menjalankan 
pengembangan dalam bentuk, dan melakukan program-program penyaluran 
hasil pengembangan. 
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